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LEMBARAN
KABUPATEN DAERAH

NOMOR:4 TAHUN:1983
II PATI
C NOMOR

PERATI.JRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I
NOMOR: 7 TAHUN 1982

TENTANG
SUSI.JNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH KELURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BI,]PATI KEPALA DAERAH TINGKAT tr PATI

Menimbang : bahwa unfuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan se-
. cara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkem-

bangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal
23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-
tahan Desa jo Keputusan Mendagri No. 44 Tahun 1980,
tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata Keda Pemerintah
Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati, tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kelurahan .

Mengingat : l. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1979
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 ;

5. Keputu;an Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 1885113211981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II P a ti .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERIA PEMERINTAH KELURATIAN.

DAERAH
TINGKAT
. SERI :
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BAB I
KETENTUAN UMI]M

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksrd dengan :

a. ' Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
yang lnempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah
Carnat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri .

b. Pemerintah Kelurahan adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penye-
lenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat, yang
terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan .

c. Perangkat Kelurahan adalah pembantu pemerintahan di Kelurahan yang
terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-Kepala lingkungan.

d. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan .

e. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya .

f. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II P a t i .

E. Pemerintah Daerah adalah Bupriti Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

, BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELUzu}IANt 

Purul 2

(l) Suzunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :

a. Kepala Kelurahan.
b. Sekretaris Kelurahan.
c. Kepala- kepala Urusan.
d. Kepala - kepala Ungkungan .

(2) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang ber'
sangkutan .

(3) Jumlah urusiirn, ada lima urusan terdiri atas :

a. Urusan Pemerintahan.
b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan .

. c. Urusan Kesejahteraan Rakyat .

d. Urusan Keuangan.
e. Urusan Umum.

(4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dan Perangkat Kelu-
rahan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini .



BAB III

KEDIjDIjKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN,
SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA.KEPALA URUSAN DAN KEPALA

KEPALA LINGKI.JNGAN.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas & Fungsi Kepala Kelurahan .

(l) Kepala Kelurahan berkedudukan sebagai alat Pemerintah yang berad4
langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertang-
gungjawab kepada Bupati Kepala Daerah .

(2) Kepala Kelurahan mempunyai tugas, sebagai penyelenggaraan dan pe-

nanggung jawab utama dibidang pemerintahan pembangunan dan kema-
syarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
urusan Pemerintahan Umum termazuk pembinaan ketentraman dan ke-
tertiban

(3) Untuk menyelengarakan tugas tersebut dalam pasal ini Kepala Kelurahan
mempunyai fungsi :

a.

b.

d.

e.

menggerakkan partisipasi masyarakat .

melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya.
melaksan akan k oordjn asi te rhadap j alanny a Pem e rintahan Kelu rahan.
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pem-
bangunan dan kemasyarakatan .

melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban .

Pasal 4

Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan .

(l) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf
kepada Kepala Kelurahan .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat I pual ini, Sekreta-
ris Kelurahan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusrtn surat menyurat, kearsipan dan laporan.
b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urumn.Pemba-

ngunan dan irrusan Kemasyarakatan .

Pasal 5

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Keluratran apa-

bila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya .
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Pasal 6

Tugas dan fungsi tsePala Urusan '
Kepala Urusan *.*p,,nfJ tugas melaksanakan urusan{rusan yang menjadi

tugasnya .

Pasal 7

Untukmelaksanakantugastersebutdalampasal6,KepalaUrusanmempu.
nyai fungsi pelayanan staf sezuai dengan bidang tugasnya '

Pasal 8

Tugas dan fungsi Kepala-kepal.a lingkungan '

Kepala lingkungan *t;;;tAi tulas rielaksanakan tugas Kepala Kelurahan

dalam wilaYatr kerjanYa '

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam p-asal 8 Kepala lingkungan mem'

punyai fungsi memb.t;J;hk;aan tugas kepala Keiurahan dalam wilayah

kerjanya. BAB IV

TATA KERJA
Pasal l0

(l) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah Kelurahan mene'

'-' t*k; prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi '

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimakzud dalam ayat (l);t-' 
". Srkr"taris Kelurah* itti"ttggunf iawab kepada Kep{a Kelurahan'

u. rrpur" Lingkunlan be*ang6;ns iilau \epf1 K:0,1u-1"t!^d*'
c. x.epala Urusan 

"bertanggu{-iawib tepaoa Sekretaris Kelurahar'

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Apabila jumlah pamong kelura]ran pada saat,berlakunya Peraturan Daerah ini

*iirlifti :utnlah- peranfi at Keluratran yang diperlukan sesuai dengan p asal 2
'"t"iiil 

tiutu ooi"t diangtat menjadi pembantu Kepala Urusan '

BAB VI

PENUTUP

Pur.i 12

H4l-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Ke'

putusal BuPati KePala Daerah '



Pasal 13

(l) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah
Kelurahan dan mulai berlaku pada hlri pertarna setelah tanggal pengun-
dangannya

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi
semua Peraturan-peraturan yang bertentangan dan atau yang tidak sesuai
lagi dengan Peraturan Daerah ini .

Pati, l Mei 1982

DEWANPERWAKILANRAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABI-TPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I ,

TINGKAT II PATI
Ketua,

t. r. d.

( MOCH. CHOLTL )

DISAHKAN:
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal: l1 Desember 1982 No. 188.3/32511982

Diundangkan dalam
pada tanggal :

t. t. d.

(SAOEDJI)

Sekretaris Wilayah I Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(NAWAWT SH)
NrP. s00.026.890

lrmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
22Pebruari 1983 Nomor : 4 Seri C Nomor : 3

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah ,

t. t. d.

Drs. HARTOMO
NIP. : 500.029.628
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KEPALA KELURAHAN

SEKRET. KELURAHAN

KEPALA- KEPALA
URUSAN

KEPALA. KEPALA
LINGKUNGA}I
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